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Jakarta, 6 Februari 2026

Yang Terhormat,

Kepala Divisi Penilaian Perusahaan 2

PT Bursa Efek Indonesia

Gedung Bursa Efek Indonesia Tower 1

JI. Jend. Sudirman Kav. 52-53, Jakarta 12190

Menindaklanjuti Surat PT Bursa Efek Indonesia (“Bursa”) Nomor: S-01653/BEI.PP2/02-2026
tanggal 4 Februari 2026 perihal Permintaan Penjelasan yang kami terima melalui Sistem
Pelaporan Elektronik OJK/Bursa, bersama ini kami, PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk
(“Perseroan”) menyampaikan tanggapan sebagai berikut:

1. Penyebab Perseroan Belum Mengungkapkan Pemilik Manfaat Tingkat Perorangan.

Struktur kepemilikan saham Perseroan sebagai BUMN yang berstatus Perseroan Terbatas
Terbuka (“BUMN Emiten”) adalah sebagai berikut:

a. Pemilik 1 lembar saham Seri A Dwiwarna dengan hak istimewa adalah Negara Republik
Indonesia melalui Badan Pengaturan BUMN (“BP BUMN"), dimana salah satu hak
istimewa Seri A Dwiwarna yaitu hak untuk menyetujui dalam RUPS pengangkatan dan
pemberhentian anggota Direksi dan Dewan Komisaris dengan persetujuan Presiden;

b. Pemilik 56,96% saham Seri B Terbanyak adalah PT Pertamina (Persero) (“Pertamina”)
sebagai Holding BUMN Migas, dimana saham Pertamina dimiliki oleh 1% BP BUMN dan
99% PT Danantara Asset Management (Persero); dan

c. Pemilik 43,04% saham Seri B adalah Publik/Masyarakat, dimana berdasarkan Daftar
Pemegang Saham per 31 Desember 2025, pemilik saham Seri B Publik/Masyarakat
terbesar dalam bentuk badan usaha dimiliki oleh BPJS Ketenagakerjaan yaitu sebesar
4,65% dan dalam bentuk orang perseorangan dimiliki oleh Sdr. Lo Kheng Hong yaitu
sebesar 0,97%.

Berdasarkan uraian pemegang saham Perseroan tersebut, Pemilik Manfaat orang
perseorangan dari BUMN Emiten tidak dapat ditarik kepada satu orang, baik Presiden, Kepala
BP BUMN, maupun Direktur Utama Pertamina sebagai Holding BUMN Migas. Presiden
selaku Kepala Pemerintahan pemegang kekuasaan pengelolaan BUMN sebagaimana
diamanatkan oleh Pasal 3A ayat (1) Undang-Undang tentang Badan Usaha Milik Negara (“UU
BUMN"), merupakan bagian dari kekuasaan pemerintahan atas kekayaan negara yang
dipisahkan, namun bukan sebagai Pemilik Manfaat orang perseorangan.

Pemilik Manfaat orang perseorangan hanya dapat diidentifikasi pada pemegang saham
perorangan dan badan hukum swasta sepanjang memenuhi kriteria >25% saham atau
memiliki kewenangan mengendalikan.

Berdasarkan penjelasan tersebut, Perseroan tidak memiliki Pemilik Manfaat yang memenuhi
definisi Pemilik Manfaat sebagaimana diatur dalam Ketentuan 1.5 Peraturan Bursa No. I-E,
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dimana yang dimaksud dengan Pemilik Manfaat adalah orang perseorangan yang dapat
menunjuk atau memberhentikan direksi, dewan komisaris, pengurus, pembina, atau
pengawas pada korporasi, memiliki kemampuan untuk mengendalikan korporasi, berhak atas
dan/atau menerima manfaat dari korporasi baik langsung maupun tidak langsung, merupakan
pemilik sebenarnya dari dana atau saham korporasi dan/atau memenuhi kriteria
sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 2 Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2018
tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat dari Korporasi Dalam Rangka
Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana
Pendanaan Terorisme.

Dengan demikian, mengingat bahwa Perseroan tidak memiliki Pemilik Manfaat tingkat
perorangan, maka Perseroan tidak mengungkapkan Pemilik Manfaat tingkat perorangan
kepada Bursa.

2. Informasi Pemilik Manfaat Tingkat Perorangan Perseroan Saat Ini

Perseroan menetapkan Pemilik Manfaat berdasarkan Anggaran Dasar Perseroan, Daftar
Pemegang Saham Perseroan, dan Informasi Pemegang Saham Pertamina pada situs web
Pertamina.

a. Untuk porsi 1 lembar Seri A Dwiwarna yang dimiliki Negara:

Ultimate beneficial owner adalah Negara Republik Indonesia sebagai entitas publik,
sesuai Pasal 2 ayat (3) dan Pasal 4C ayat (1) UU BUMN, sehingga tidak ada Pemilik
Manfaat tingkat perorangan di atas struktur kepemilikan saham oleh Negara Republik
Indonesia pada Perseroan, karena Presiden merupakan pemegang kekuasaan
pengelolaan BUMN sesuai Pasal 3A UU BUMN, bukan pemilik modal secara pribadi
menurut kriteria Pemilik Manfaat dalam Pasal 10 Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun
2018.

b. Untuk porsi 56,96% saham Seri B Terbanyak yang dimiliki Pertamina:
Ultimate beneficial owner Pertamina adalah Negara Republik Indonesia.

c. Untuk porsi 43,04% saham Seri B yang dimiliki Publik/Masyarakat:
Berdasarkan Daftar Pemegang Saham, saat ini tidak terdapat pemegang saham Seri B
Publik/Masyarakat tingkat perorangan yang mencapai atau melampaui ambang batas
25% atau memiliki kewenangan mengendalikan.

Berdasarkan penjelasan tersebut, maka Perseroan sampai dengan saat ini tidak memiliki
Pemilik Manfaat tingkat perorangan sebagaimana dimaksud dalam Ketentuan 1.5 Peraturan
Bursa No. I-E dan Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2018.

Demikian kami sampaikan. Atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih.

Corporate Secretary
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Fajriyah Usman
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